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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan pimpinan dalam mengatasi rendahnya 

aktivitas staf di Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pimpinan, kepala bagian, dan staf aparatur 

sipil negara. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan, seperti 

penerapan absensi digital, pembagian tugas terstruktur, sistem reward dan punishment, serta pengawasan langsung, 

berdampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan dan dokumentasi aktivitas kerja. Namun, hambatan utama 

meliputi kurangnya arahan yang jelas, keterbatasan fasilitas kerja, lemahnya monitoring berkelanjutan, serta 

motivasi internal yang rendah pada sebagian staf. Penerapan kebijakan dinilai efektif pada tahap awal, tetapi 

memerlukan konsistensi, evaluasi berkala, dan komunikasi internal yang lebih kuat. Penelitian ini 

merekomendasikan penguatan koordinasi, peningkatan sarana kerja, serta penerapan sistem evaluasi kinerja 

terintegrasi untuk mendukung keberlanjutan peningkatan aktivitas staf. 

 

Kata kunci: evaluasi kebijakan, kepemimpinan, aktivitas staf, Sekretariat Daerah, manajemen SDM   

 

 

Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of leadership policies in addressing low staff activity at the 

Regional Secretariat of Nabire Regency. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through 

in-depth interviews, observation, and documentation involving leaders, department heads, and civil servants. Data 

analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, comprising data reduction, data display, and 

conclusion drawing. The findings indicate that leadership policies—such as the implementation of digital 

attendance, structured task distribution, a reward-and-punishment system, and direct supervision—positively 

influenced discipline and the documentation of work activities. However, key obstacles include unclear directives, 

limited work facilities, weak continuous monitoring, and low internal motivation among some staff. While policy 

implementation proved effective in the initial phase, it requires consistency, regular evaluation, and stronger 

internal communication. This study recommends strengthening coordination, improving work facilities, and 

implementing an integrated performance evaluation system to ensure sustainable improvement in staff activity.   
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PENDAHULUAN 
 Peningkatan efektivitas birokrasi dan 

aktivitas staf pada institusi pemerintah daerah 

merupakan isu krusial dalam manajemen publik 

modern. Salah satu tantangan yang menonjol 

adalah rendahnya kedisiplinan dan partisipasi 

aparatur sipil negara (ASN), yang berimplikasi 

langsung pada kualitas pelayanan publik. Praktik 

manipulasi absensi elektronik—seperti 

penggunaan fake GPS—telah teridentifikasi di 

berbagai daerah dan mengindikasikan lemahnya 

pengawasan internal (Djohan, 2025). Kasus ini 

tidak berdiri sendiri; tercatat 1.233 ASN di 

Kabupaten Lebong, 724 di Aceh Timur, dan lebih 

dari 1.000 di Grobogan terlibat dalam manipulasi 

kehadiran berbasis digital (Djohan, 2025). 

Selain itu, survei nasional menunjukkan 

bahwa sekitar 30% ASN tidak melakukan 

pekerjaan saat bekerja dari rumah (WFH), 

sementara sebagian lainnya hanya menjalankan 

rutinitas minimal tanpa kontribusi signifikan 

terhadap produktivitas organisasi (Badan 

Kepegawaian Negara [BKN], 2022). Fenomena 

ini menunjukkan bahwa rendahnya aktivitas staf 

bukan hanya persoalan kehadiran fisik, tetapi juga 

berkaitan dengan motivasi kerja, kejelasan tugas, 

dan efektivitas kebijakan pimpinan (Rahmawati 

& Hidayat, 2023). 
 

Tabel 1. Fakta Pendukung Fenomena Rendahnya 

Aktivitas ASN 

No. Fakta / Data Sumber 

1. 

Ribuan ASN di berbagai daerah 

memanipulasi absensi elektronik (fake 

GPS). 

Djohan, 

2025 

2. ±30% ASN tidak bekerja saat WFH. 
BKN, 

2022 

Evaluasi kebijakan pimpinan, seperti 

penerapan absensi digital, pembagian tugas yang 

terstruktur, sistem penghargaan dan sanksi, serta 

supervisi langsung, menjadi strategi potensial 

untuk mengatasi masalah ini (Randan et al., 

2025). Penelitian sebelumnya menegaskan 

bahwa keberhasilan kebijakan kepemimpinan 

dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi, dukungan 

struktural, dan budaya organisasi yang kondusif 

(Santoso, 2023; Rahmawati & Hidayat, 2023). 

 

Urgensi Penelitian 

Penelitian ini mendesak dilakukan 

mengingat rendahnya aktivitas staf berpotensi 

menurunkan efektivitas layanan publik dan 

kinerja organisasi pemerintahan daerah. Tanpa 

evaluasi yang sistematis, kebijakan pimpinan 

berisiko tidak tepat sasaran dan kehilangan daya 

dorong untuk meningkatkan produktivitas. 

Dengan pendekatan evaluatif yang komprehensif, 

penelitian ini dapat memberikan rekomendasi 

strategis untuk memperkuat tata kelola 

pemerintahan yang disiplin, akuntabel, dan 

berorientasi hasil. 
 

TINJAUAN LITERATUR 

Grand Theory 
 Penelitian ini berlandaskan pada teori 

evaluasi kebijakan (policy evaluation theory) dan 

teori kepemimpinan dalam sektor publik (public 

sector leadership theory). 

Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan 

merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh 

mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan mempertimbangkan 

efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap 

sasaran kebijakan. Evaluasi kebijakan menjadi 

bagian integral dari policy cycle, memastikan 

adanya umpan balik yang dapat digunakan untuk 

perbaikan kebijakan di masa depan (Al Hudib & 

Cousins, 2022). 

Dalam konteks kepemimpinan sektor 

publik, teori kepemimpinan transformasional 

menekankan pentingnya visi, inspirasi, dan 

pemberdayaan staf untuk meningkatkan kinerja 

organisasi (Apriani, 2021). Studi empiris 

menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif 

di pemerintahan mampu mengarahkan perubahan 

perilaku ASN melalui komunikasi yang jelas, 

pembinaan, dan pemberian insentif (Santoso, 

2023; Rahmawati & Hidayat, 2023). 

Kedua teori ini relevan untuk mengkaji 

hubungan antara kebijakan pimpinan dengan 

aktivitas staf, khususnya di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Nabire, di mana peran kepemimpinan 

dan kebijakan organisasi menjadi faktor 

determinan dalam mendorong produktivitas dan 

disiplin kerja. 
 

Definisi Operasional Konsep Kunci 

1. Kebijakan Pimpinan 

Keputusan strategis, baik formal maupun 

non-formal, yang ditetapkan oleh pimpinan 

instansi untuk mengatur perilaku, proses kerja, 

dan arah organisasi (Winarti et al., 2021). Dalam 

penelitian ini, kebijakan pimpinan mencakup 

kebijakan absensi digital, pembagian tugas 
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terstruktur, penerapan sistem reward dan 

punishment, serta mekanisme pengawasan 

langsung. 

 

2. Aktivitas Staf 

Seluruh perilaku dan tindakan yang 

dilakukan ASN dalam melaksanakan tugas sehari-

hari, mencakup aspek kehadiran, partisipasi, 

inisiatif, dan produktivitas kerja (Putri & Santoso, 

2020; Wibowo, 2020). Aktivitas staf diukur 

melalui kehadiran fisik, keterlibatan dalam 

kegiatan organisasi, dan kontribusi pada 

pencapaian target kerja (Todingbua & Lambe, 

2024). 

 

3. Efektivitas Kebijakan 

Tingkat keberhasilan suatu kebijakan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

yang diukur melalui perbandingan antara hasil 

aktual dan target kebijakan (Walker et al., 2022). 

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas 

kebijakan dilihat dari peningkatan kedisiplinan, 

kejelasan tugas, dan produktivitas staf. 
 

Perspektif Konseptual Penelitian Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan paradigma konstruktivisme 

sosial, yang memandang realitas sebagai hasil 

konstruksi sosial berdasarkan pengalaman dan 

persepsi individu (Creswell & Poth, 2018). 

Asumsi yang digunakan adalah bahwa efektivitas 

kebijakan pimpinan dan aktivitas staf tidak hanya 

ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga 

dipengaruhi oleh interpretasi, interaksi, dan 

budaya organisasi di lingkungan Sekretariat 

Daerah. 

Metode analisis interaktif Miles dan 

Huberman (dalam Saldaña, 2021) digunakan 

untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan 

antar konsep melalui proses reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara 

induktif. 

 

METODE 
Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain 

deskriptif kualitatif untuk memberikan 

pemahaman mendalam terkait efektivitas 

kebijakan pimpinan dalam mengatasi rendahnya 

aktivitas staf di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Nabire. Pendekatan kualitatif dipilih karena 

memungkinkan peneliti menggali makna, 

persepsi, dan pengalaman langsung para informan 

mengenai implementasi kebijakan pimpinan 

(Creswell & Poth, 2018). Desain ini juga sesuai 

untuk mengungkap konteks sosial dan budaya 

organisasi yang memengaruhi perilaku kerja ASN 

(Moleong, 2021). 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian meliputi seluruh 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di 

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, 

termasuk pimpinan, kepala bagian, dan staf 

pelaksana. Mengingat sifat penelitian yang 

kualitatif, penentuan sampel dilakukan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

memilih informan yang dianggap paling 

mengetahui dan memahami fenomena yang 

diteliti (Palinkas et al., 2015). Kriteria pemilihan 

informan meliputi: (1) terlibat langsung dalam 

perumusan atau pelaksanaan kebijakan pimpinan, 

dan (2) memiliki pengalaman kerja minimal dua 

tahun di Sekretariat Daerah. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua 

Tengah, Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan 

pada fenomena empiris rendahnya aktivitas staf 

yang menjadi isu strategis bagi kinerja organisasi 

pemerintahan daerah. Proses pengumpulan data 

dilakukan selama Juni hingga Juli 2025, 

mencakup observasi lapangan, wawancara 

mendalam, dan pengumpulan dokumen resmi 

terkait kebijakan pimpinan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh melalui wawancara 

mendalam (in-depth interviews) dengan 

pimpinan, kepala bagian, dan staf ASN, serta 

melalui observasi langsung terhadap aktivitas 

kerja dan interaksi di lingkungan Sekretariat 

Daerah. Selain itu, dokumentasi berupa peraturan 

internal, laporan absensi digital, dan laporan 

kinerja tahunan digunakan untuk memperkuat 

temuan (Sugiyono, 2020). 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan 

model analisis interaktif Miles dan Huberman 

yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles 

et al., 2014). Reduksi data dilakukan untuk 

memilah informasi yang relevan dengan fokus 

penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk 

narasi dan matriks, sedangkan penarikan 
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kesimpulan dilakukan secara induktif dengan 

memperhatikan konsistensi temuan antar sumber 

data. Triangulasi sumber dan metode digunakan 

untuk memastikan validitas dan reliabilitas 

temuan penelitian (Carter et al., 2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 

12 orang yang dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling, meliputi pimpinan 

Sekretariat Daerah, kepala bagian, dan staf 

Aparatur Sipil Negara (ASN). 

 

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian 

Kode 

Responden 
Jabatan/Posisi 

Jenis 

Kelamin 

Lama 

Bekerja 

Keterangan 

Khusus 

R1 
Sekretaris 

Daerah 
L 

> 15 

tahun 

Penentu 

kebijakan 

utama 

R2 
Kepala Bagian 

Umum 
L 

10–15 

tahun 

Bertanggung 

jawab 

pembagian 

tugas 

R3 
Kepala Bagian 

Kesra 
L 

8–10 

tahun 

Koordinator 

kegiatan 

sosial 

daerah 

R4 
Kasubag 

Keuangan 
L 

5–8 

tahun 

Pengelola 

anggaran 

operasional 

R5–R9 Staf ASN L/P 
3–10 

tahun 

Pelaksana 

teknis 

administrasi 

R10–R12 
Staf Pelayanan 

& Kebersihan 
L/P 

2–5 

tahun 

Mendukung 

layanan 

kantor 

Sumber: Hasil wawancara (2025) 

 

Mayoritas responden memiliki pengalaman 

kerja lebih dari 5 tahun, sehingga dianggap 

memahami dinamika organisasi dan implementasi 

kebijakan pimpinan. 

 

Implementasi Kebijakan Pimpinan 

Kebijakan yang diterapkan pimpinan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire untuk 

meningkatkan aktivitas staf meliputi: 

1. Absensi Digital – Menggunakan aplikasi 

berbasis GPS untuk memantau kehadiran. 

2. Pembagian Tugas Terstruktur – 

Penetapan jadwal kerja dan rotasi staf 

antarbagian. 

3. Reward dan Punishment – Apresiasi 

berupa pujian dan pelatihan bagi staf 

berprestasi; sanksi administratif bagi 

pelanggaran disiplin. 

4. Pengawasan Langsung – Kunjungan 

mendadak dan evaluasi laporan aktivitas 

harian. 

Responden R1 menyatakan: 

“Kami ingin setiap staf hadir tepat waktu, 

melaksanakan tugas sesuai target, dan 

termotivasi untuk memberikan pelayanan 

terbaik. Oleh karena itu, kami menerapkan 

absensi digital dan pembagian tugas yang 

jelas” (Wawancara, 14 Juli 2025). 

 

Hambatan Implementasi Kebijakan 

Hambatan yang diidentifikasi antara lain: 

• Arahan Tidak Spesifik – Staf sering 

kebingungan menentukan prioritas 

kerja (R5, R8). 

• Keterbatasan Fasilitas – Komputer 

rusak dan internet lambat menghambat 

pekerjaan (R4). 

• Motivasi Rendah – Beberapa staf 

kurang inisiatif tanpa instruksi 

langsung (R9). 

• Inkonistensi Monitoring – 

Pengawasan intensif hanya pada awal 

kebijakan berjalan (R3). 

 

Responden R8 menyampaikan: 

“Kadang kami hanya menunggu instruksi. 

Kalau tidak ada arahan jelas, kami jadi 

tidak tahu apa yang harus diprioritaskan” 

(Wawancara, 16 Juli 2025). 

 

Respon Staf terhadap Kebijakan 

Mayoritas staf merespons positif kebijakan 

yang diterapkan, terutama terkait kejelasan 

pembagian tugas dan penggunaan absensi digital. 

Namun, mereka berharap adanya komunikasi 

internal lebih intensif, evaluasi berkala, dan 

peningkatan sarana kerja. 

 

Responden R6 menuturkan: 

“Absensi digital membuat kami lebih 

disiplin, tapi akan lebih baik kalau fasilitas 

pendukung kerja juga diperhatikan” 

(Wawancara, 15 Juli 2025). 

 

Pembahasan 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

kebijakan pimpinan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Nabire—meliputi penerapan absensi 

digital, pembagian tugas terstruktur, sistem 

reward dan punishment, serta pengawasan 
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langsung—mampu meningkatkan kedisiplinan 

dan dokumentasi aktivitas staf, khususnya pada 

tahap awal implementasi. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Santoso (2023) bahwa efektivitas 

kebijakan kepemimpinan di sektor publik sangat 

bergantung pada kejelasan komunikasi, 

konsistensi pelaksanaan, dan dukungan struktural 

yang memadai. Penerapan absensi digital terbukti 

menjadi instrumen kontrol yang efektif, tetapi 

memerlukan integrasi dengan pengawasan 

manual dan evaluasi berkala agar tidak kehilangan 

daya dorong seiring waktu. 

Hambatan yang ditemukan—seperti arahan 

kerja yang kurang spesifik, keterbatasan fasilitas, 

rendahnya motivasi internal staf, dan 

inkonsistensi monitoring—merefleksikan 

tantangan umum dalam implementasi kebijakan 

publik di lingkungan pemerintahan daerah. 

Rahmawati dan Hidayat (2023) menegaskan 

bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh desainnya, tetapi juga oleh 

dukungan infrastruktur dan budaya organisasi 

yang kondusif. Keterbatasan fasilitas teknologi 

informasi, misalnya, dapat mengurangi efektivitas 

kebijakan absensi digital karena hambatan teknis 

mengganggu kelancaran kerja staf (Pidjer et al., 

2025). 

Selain itu, peran kepemimpinan 

transformasional terlihat jelas dalam strategi 

pimpinan yang memberikan penghargaan dan 

kesempatan pelatihan bagi staf berprestasi. 

Menurut Apriani (2021), kepemimpinan 

transformasional tidak hanya mengarahkan staf 

untuk mencapai target, tetapi juga menginspirasi 

dan memotivasi mereka untuk berkontribusi lebih 

dari sekadar tuntutan formal. Pemberian apresiasi 

sederhana, seperti pujian pada apel pagi, dapat 

meningkatkan rasa dihargai dan membangun 

motivasi kerja intrinsik. Namun, tanpa 

komunikasi internal yang intensif dan penguatan 

budaya kerja proaktif, efek motivasional ini 

cenderung jangka pendek. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini 

menegaskan pentingnya kombinasi antara 

instrumen kebijakan formal dan pendekatan 

kepemimpinan yang humanis. Kebijakan yang 

dirancang baik perlu diimbangi dengan proses 

implementasi yang konsisten, monitoring 

berkelanjutan, evaluasi berbasis data, serta 

perbaikan sarana dan prasarana kerja. Pendekatan 

ini diyakini mampu menjaga keberlanjutan 

peningkatan aktivitas staf dan mendukung 

tercapainya kinerja optimal Sekretariat Daerah 

Kabupaten Nabire. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 

pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire—

meliputi penerapan absensi digital, pembagian 

tugas terstruktur, sistem reward dan punishment, 

serta pengawasan langsung—terbukti efektif 

meningkatkan kedisiplinan dan dokumentasi 

aktivitas staf, khususnya pada tahap awal 

implementasi. Dampak positif ini dipengaruhi 

oleh kejelasan pembagian tugas dan penerapan 

teknologi absensi, namun keberlanjutannya 

terkendala oleh arahan kerja yang kurang spesifik, 

keterbatasan fasilitas pendukung, lemahnya 

monitoring berkelanjutan, dan rendahnya 

motivasi internal sebagian staf. 

Secara teoretis, temuan ini memperkuat teori 

evaluasi kebijakan dan kepemimpinan 

transformasional yang menekankan pentingnya 

kombinasi instrumen kebijakan formal dan 

pendekatan humanis dalam mendorong kinerja 

organisasi publik. Secara praktis, penelitian ini 

memberikan panduan bahwa efektivitas kebijakan 

di sektor publik memerlukan konsistensi 

implementasi, evaluasi berbasis data, komunikasi 

internal yang intensif, serta peningkatan sarana 

dan prasarana kerja. 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada 

ruang lingkup yang hanya mencakup satu instansi 

dan jumlah informan yang terbatas, sehingga 

generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-

hati. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan 

memperluas objek kajian ke beberapa instansi 

pemerintah daerah lainnya, menggunakan 

pendekatan campuran (mixed methods), dan 

mengeksplorasi faktor-faktor budaya organisasi 

serta kepemimpinan yang memengaruhi 

keberlanjutan peningkatan aktivitas staf. 
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